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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui efektivitas pendekatan pemungutan PBB
Desa Sidorejo. Penelitian semacam ini bersifat kualitatif. Teknik observasi, dokumentasi,
wawancara, dan sumber data primer dan sekunder digunakan dalam prosedur pengumpulan data.
Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan digunakan dalam analisis data.

Hasil riset menunjukan bahwasannya implementasi strategi memungut PBB oleh Desa
Sidorejo sudah cukup baik, tetapi terdapat beberapa hambatan yang terjadi di pemerintah desa
pada mengimplementasikan strategi memungut PBB seperti rendahnya kesadaran masyarakat,
kekeliruan ataupun kesalahan dalam surat SPPT yang terlambat serta faktor ekonomi yang
mengakibatkan keterlambatan membayar PBB.

Kata Kunci: Implementasi, Strategi, Pemerintah Desa, dan PBB




1 «BABI
PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Usaha guna sejahterkan kehidupan masyarakat tentu proses pembangunan dilakukan secara
berkelanjutan. Namun, pendanaan atau uang dalam jumlah besar menjadi isu utama dalam proses
pembangunan. Sejak undang-undang otonomi daerah disahkan, pemerintah daerah dituntut untuk
menggunakan inovasi yang lebih besar untuk menemukan cara baru untuk meningkatkan basis
pajak daerah mereka. Pajak yang merupakan sumber penerimaan negara yang cukup besar untuk
pembiayaan pembangunan dapat digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan operasional
penyelenggaraan pemerintahan. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang
perlunya membayar pajak, manfaat pajak bagi pembangunan, dan perlunya menunggu jatuh tempo
pembayaran merupakan salah satu dari sekian banyak tantangan yang masih dihadapi upaya untuk
mendapatkan vang tersebut. Dikarenakan masih banyak masyarakat yang berprasangka buruk
terhadap petugas pajak, maka peningkatan pelayanan kepada nasabah diperlukan untuk
meningkatkan kepuasan wajib pajak terhadap cara pelaksanaan pajak.

Adanya otonomi daerah memerlukan kemandirian daerah tersebut untuk mengoptimalkan
pendapatan asli daerah melalui berbagai metode dan kebijakan yang tepat dan efektif. Jika tidak
maka sumber daya dan segala potensi yang dimiliki daerah tersebut akan sia-sia saja. Dampaknya
bahkan akan merugikan daerah itu sendiri. Setiap kota dan kabupaten memiliki sumber PAD
diantara sumbernya dari pajak dan retribusi daerah yang dikutip secara berkala kepada para wajib
pajak pada pasal 157 UU No.32 Tahun 2004 di jelaskan penerimaan PAD ialah :

1. PAD terdapat dari :




a. penghasilan pajak daerah
b. penghasilan retribusi daerah
c. penghasilan mengelola kekayaan daerah yang berpisah dan
d. PAD lainnya
2. Dana perimbangan, dan
3. PAD lainnya

Oleh karena itu, perpajakan apapun selain yang telah dibahas tidak dibenarkan. Akan
disarankan untuk dicabut jika dilaksanakan oleh pemerintah daerah, sekalipun pemerintah daerah
mengajukan Perda (Mardismo, 2016: 10). Pembahasan tentang PBB akan menjadi pokok bahasan
utama dalam penelitian ini karena sesuai dengan permasalahan yang peneliti kemukakan.
Pelaksanaan pemungutan PBB bukan hanya tanggung jawab pegawai kantor pajak; aparatur
pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya juga harus bekerjasama, dan masyarakat wajib pajak
juga harus bekerjasama untuk memudahkan pemungutan PBB. Hambatan utama pembayaran pajak
ialah kurangnya pengetahuan masyarakat; individu perlu diberitahu bahwa membayar pajak ialah
tanggung jawab mereka dan hak mereka sebagai warga negara untuk mengambil bagian dalam
kemajuan. Motivasi wajib pajak mengarah pada kesadaran membayar pajak, tetapi ada juga faktor
eksternal—sanksi pajak—yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang.
Sanksi bertujuan untuk mengendalikan suatu populasi agar mematuhi norma-norma yang telah
ditetapkan. Sosialisasi kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang khas. Masyarakat
sedang disosialisasikan untuk membantu mereka memahami nilai membayar pajak dan
konsekuensi dari kegagalan untuk melakukannya.

Pelaksanaan pemungutan PBB harus dilakukan dengan baik untuk memaksimalkan pendapatan

asli daerah mengingat pentingnya pungutan PBB (PBB) untuk pembangunan (PAD). Dua unsur




internal yaitu pemerintah atau penyelenggara PBB, dan faktor eksternal yaitu masyarakat
mempengaruhi seberapa baik PBB dilaksanakan.

Sebagaimana dapat dicermati, penerimaan PBB yang diterima oleh daerah masih banyak
kekurangan, terutama rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tanggung jawabnya untuk
membayar PBB. Diketahui bahwa desa terkadang membayar PBB mereka sendiri dari dana pribadi
atau kas desa untuk menebus kekurangan pembayaran PBB sebelum berakhirnya masa pembayaran
pajak karena banyak anomali dalam hal ini ditemukan di bidang.

Di Desa Sidorejo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Malang, dari 4.329 wajib pajak, pencapaian
akhir tahun baru mencapai 80%, baik wajib pajak dari dalam desa maupun wajib pajak dari luar
desa. Kenyataannya, pencapaian itu tidak 100%. 10% dari 15% wajib pajak yang tinggal di luar
masyarakat belum membayar pajaknya, yang disebabkan oleh upaya kurang dari petugas
pemungutan pajak untuk melakukannya. Karena kurangnya kesadaran pajak, 0% penduduk desa

yang menjadi pembayar pajak sampai saat ini gagal membayar pajaknya.

2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan yang dibahas di atas maka rumusan masalah pada riset ini ialah bagaimana

implementasi strategi pemungutan PBB di Desa Sidorejo Kabupaten Malang

3. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuannya ialah untuk mengetahui bagaimana implementasi strategi pemungutan

PBB di Desa Sidorejo Kabupaten Malang

4. Manfaat Penelitian

1. Bagi Universitas




Harapnnya riset berikut menambah kontribusi ilmu pengetahuan serta referensi terutama
pada bidang mengimplementasikan strategi memungut PBB oleh pemerintahan desa
Sidorejo Kabupaten Malang

Bagi pemerintah Desa Sidorejo

Penemuan riset berikut bisa digunakan sebagai acuan untuk mengetahui implementasi
strategi pemungutan PBB dan partisipan masyarakat untuk bayar pajak.

Bagi peneliti

Penemuan riset berikut bisa menambah ilmu pengetahuan terkait implementasi cara

memungut PBB
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